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PENDIDIK-

AN budaya lokal

bagi anak pada

dasarnya banyak

manfaatnya. Di

antaranya dapat

mendidik pada

rasa percaya diri,

disiplin, men-

jauhkan rasa egois, memupuk rasa

kebersamaan, melatih kerja sama, me-

latih kepekaan, saling menghargai, ser-

ta lebih jauh dengan membiasakan

dalam kehidupan. Budaya ”ngajeni”

yang baru saja dicanangkan Dikpora

Kabupaten Bantul 10 Februari 2025,

dari akronim ngapurancang, jempol,

nuwun sewu/ nderek langkung, matur

nuwun, nyuwun pangapunten dan ing-

gih, sekaligus implementasi Tujuh

Kebiasaan Bantul Hebat program dari

Kemendikdasmen, perlu diapresiasi, di

tengah minusnya contoh teladan men-

didik bagi anak di zaman sekarang.

Dalam pengejawantahan pembela-

jarannya difokuskan pada kemampuan

pelajaran bermakna bagi siswa, sehing-

ga diharapkan mampu menghasilkan

sumber daya manusia mumpuni de-

ngan kemampuan adaptasi serta kom-

petensi yang baik. Untuk dapat meraih

tujuan mulia ini memang tidak mudah,

namun diperlukan adanya sebuah pro-

gram terencana dan terpadu demi suk-

sesnya bentuk pembelajaran. Salah sa-

tunya melalui pembelajaran seni bu-

daya di sekolah sesuai tujuan uta-

manya, yakni untuk membentuk manu-

sia yang berkepribadian tangguh, dan

beradab di masa datang. Dengan meto-

de khusus ini, kiranya dapat ditempuh

untuk mencapai tujuan tersebut mela-

lui pengajarannya.

Meminjam istilah Umar Kayam yang

dikutip Takdir Alisjahbana (1983),

kreativitas adalah untuk memberi pelu-

ang bergerak, memelihara, menularkan

serta mengembangkan budaya lokal (di-

sesuaikan situasi zamannya) kepada

siswa didik. Bagaimana cara membina,

memanfaatkan, salah satunya melalui

nilai pendidikan berbasis local wisdom

(kearifan lokal) sesuai dengan ajaran Ki

Hadjar Dewantara, konteks pendidikan

harus kembali ke khitahnya di mana

proses pembudayaan dan peradaban

mesti dikedepankan (Syaiful Her-

mawan, 2021).

Daya dukung sekolah dengan ”krea-

tivitas” guru dalam pengajaran seni bu-

daya di dalam prakteknya sangat diper-

lukan. Guru sebagai mengampu, dalam

pengajarannya perlu memetakan bebe-

rapa hal sebagai berikut, di antaranya:

1) ; pilihan/materi ajar harus menarik

bagi siswa. 2) ; guru harus menguasai

materi yang diajarkan. 3);  kalau bentuk

seni pertunjukan ataupun seni lainnya,

materi seni harus sesuai kejiwaan

siswa. 4); keseluruhan dari puncak hasil

pengajaran selama latihan / belajar,

hendaknya dapat dipamerkan/dipentas-

kan. Indikator dari semua potensi terse-

but adalah, memberikan aura positif ba-

gi siswa terutama rasa suka siswa me-

nerima pelajaran, khususnya dalam

praktek seni dan budaya.

Mengampu pelajaran seni budaya

dibutuhkan rasa kesabaran, juga ke-

akraban dengan siswanya. Di mana no-

tabene sebuah kesenian dalam sejarah-

nya selalu berhubungan dengan ”rasa”

atau hati, mengutama-

kan adab dan budi peker-

ti dalam pembelajaran-

nya. Harapannya dengan

belajar seni budaya lokal

melalui kehidupan nyata,

segala sesuatu yang

mengganggu, membe-

lenggu, rasa bosan,

mungkin rasa suntuk

dalam belajar kesehari-

an, dapat terekspresikan

atau tersalurkan melalui

karya/belajar seni buda-

ya. Seperti dikatakan

Yulianti fitriani (2021),

bahwa syarat seorang

pengajar seni budaya

yang ideal memang

harus memenuhi syarat

khusus yakni : mendidik,

mengajar dan melatih.

Mendidik, berarti meneruskan dan

mengembangkan nilai-nilai hidup.

Mengajar, berarti meneruskan dan me-

ngembangkan ilmu pengetahuan, se-

dangkan melatih, berarti mengembang-

kan ketrampilan pada siswa. Bahkan

lebih dari itu konon guru harus juga

mengarahkan, menilai, serta meng-

evaluasi siswanya, bahkan memberi

teladan dalam perilaku sehari-hari. Ma-

teri yang menarik dengan pengandaian,

mudah penyampaiannya kepada siswa,

mudah dipahami, sehingga siswa

merasa senang untuk menerima materi

yang diajarkan, sehingga bahan ajar

disesuaikan dengan usia siswa didik

tentunya.

Situasi demikian sesuai pandangan

Mahmud (1995), bahwa implementasi

dalam belajar seni budaya, adalah me-

nuntun siswa agar dapat mendorong

gerak pikir dan rasa, membangkitkan

kekuatan jiwa, membentuk watak sese-

orang. Salah satunya dengan membi-

asakan budaya ngajeni, agar berdam-

pak nyata membentuk etik serta adab

dalam kehidupan sehari-hari menyong-

song Indonesia emas. Semoga. (*)-d

*)Danan  Murdyantoro SSn, Guru

Kursus Karawitan di PML Kotabaru

Yogyakarta.

Redistribusi Guru ASN

Danan  Murdyantoro

Dalam tiga bulan terakhir, korban scam rugi Rp

700 miliar.

- Itu baru yang dilaporkan.

***

Bareskrim sita 263 dokumen terkait pagar laut.

- Yang terlibat keburu kabur.

***

Puskesmas di Yogya mulai layani cek kesehatan

gratis.

- Diharapkan berkesinambungan.

Budaya ”Ngajeni” Berbasis Kearifan Lokal
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tentang Redistribusi Guru Aparatur

Sipil Negara (ASN) pada Satuan Pen-

didikan yang Diselenggarakan oleh

Masyarakat. Kata kunci utamanya

adalah Redistribusi guru ASN, di mana

ada ruang penunjukan bagi guru ASN

pada Satuan Pendidikan yang di-

selenggarakan pemerintah daerah

kepada Satuan Pendidikan yang

diselenggarakan masyarakat.

Definisi guru ASN saat ini terdiri

atas guru PNS dan guru PPPK.

Untuk guru ASN dapat diredis-

tribusi pada Satuan Pendidikan

yang diselenggarakan oleh masya-

rakat. Sedang redistribusi guru

ASN harus mempertimbangkan

data kebutuhan guru pada Satuan

Pendidikan yang diselenggarakan

Pemerintah Daerah dan masyara-

kat yang diperoleh dari data pokok

pendidikan yang ada pada

Kementerian Pendidikan. Artinya,

baik guru PNS maupun guru

PPPK sejak dikeluarkan aturan di

atas, dapat ditempatkan pada se-

kolah swasta dengan tata cara dan

ketentuan yang diatur regulasi.

Mengenai mekanisme redis-

tribusi guru ASN pada Satuan

Pendidikan yang diselenggarakan ma-

syarakat dilakukan Pejabat Pembina

Kepegawaian sesuai dengan kewenang-

an. Pelaksanaan redistribusi guru ASN

dilaksanakan setelah mendapat

rekomendasi dari tim pertimbangan re-

distribusi guru ASN yang ditetapkan

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan

terdiri atas unsur Dinas Pendidikan

Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan

Daerah Kabupaten atau Kota dan badan

yang menangani urusan kepegawaian di

daerah, sesuai dengan kewenangan.

Adapun jangka waktu redistribusi gu-

ru ASN pada Satuan Pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat dilak-

sanakan dalam jangka waktu 4 (empat)

tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu)

kali. Ketentuan penilaian kinerja guru

ASN pada Satuan Pendidikan yang dise-

lenggarakan masyarakat dilakukan Pe-

jabat Pembina Kepegawaian sesuai ke-

wenangan berdasarkan rekomendasi pe-

nilaian pimpinan penyelenggara Satuan

Pendidikan yang diselenggarakan ma-

syarakat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kepedulian Pendidikan

Perubahan kebijakan pendidikan pada

ranah guru memberi angin segar bagi

penyelenggara pendidikan dari masya-

rakat. Sebab kebijakan sebelumnya, se-

suai Undang-Undang (UU) ASN Nomor

5 tahun 2014, pemerintah menarik guru

diperbantukan (DPK) yang sebelumnya

telah mengajar di sekolah swasta, kem-

bali ke sekolah negeri. Pasal dalam UU

ASN menyebutkan, PNS diangkat pada

instansi pemerintah, disamping dalih pe-

narikan karena anggaran pusat maupun

daerahnya.

Bila dicermati, sesuai amanat UU

ASN dan Peraturan Pemerintah

Nomor 48 Tahun 2005 yang dinyata-

kan bahwa posisi pengabdian PNS

adalah pada instansi pemerintah.

Imbasnya, banyak penarikan guru

PNS dari sekolah swasta karena peme-

rintah sering mengeluhkan kekurang-

an guru untuk sekolah negeri, sehing-

ga guru PNS wajib mengisi kekurang-

an guru di sekolah negeri.

Bahkan, guru negeri yang diperbantu-

kan di swasta harus kembali ke negeri

dan kalau menolak, tentu ada sanksi te-

gas yang akan diberlakukan sesuai PP

53/2010 tentang Disiplin PNS. Salah

satu dampak yang dirasakan secara

langsung adalah tertundanya proses ke-

naikan pangkat dan Penentapan Pen-

siun Otomatis PNS, karena Sekolah

Swasta tidak terdata di Sistem Aplikasi

Kepegawaian Badan Kepegawaian Na-

sional (BKN).

Keadilan Pendidikan

Penulis mendukung pemerataan kual-

itas pendidikan yang memang harus

menjadi prioritas di tanah air. Kebijakan

redistribusi guru ASN ke sekolah swasta

harus disertai data pemetaan terhadap

kebutuhan guru setiap wilayah secara

lebih akurat dan berkelanjutan, untuk

memastikan guru ASN tidak hanya ter-

konsentrasi di sekolah swasta perkota-

an. Artinya, redistribusi guru ASN harus

diupayakan menjangkau daerah-daerah

terpencil yang sekiranya sangat butuh

guru atau tenaga pengajar berkualitas. 

Kedua, redistribusi guru ASN harus

disesuaikan kapasitas sekolah swasta.

Jangan sampai distribusi guru ASN ti-

dak membawa imbas yang sig-

nifikan terhadap perkembangan

pendidikan suatu daerah. Hal ini

harus menjadi perhatian supaya

redistribusi ASN memberi man-

faat yang bisa lebih merata terha-

dap akses pendidikan.

Ketiga, distribusi guru ASN

hendaknya mengutamakan hak

atas peserta didik. Harus dipaha-

mi, semua peserta didik, sekolah

negeri maupun swasta, adalah

anak-anak bangsa, yang mempu-

nyai hak sama atas pendidikan,

sehingga tidak boleh lagi ada diko-

tomi sekolah negeri dan swasta

yang selama ini justru terlahir

dari pemegang kebijakan pen-

didikan. Keempat, redistribusi gu-

ru ASN sebagai upaya memba-

ngun keadilan dalam pendidikan.

Paradigma pemerintah yang sela-

ma ini dipandang lebih mengarus-

utamakan pemenuhan guru ne-

geri dulu daripada guru swasta, harus

diubah. Rekrutmen guru ASN baik

melalui PNS dan PPPK tidak sebatas

hanya untuk mengatasi kekurangan gu-

ru negeri, tetapi memenuhi kebutuhan

guru di tanah air. (*)-d

*)Dr Bramastia MPd, Pemerhati

Kebijakan Pendidikan, Dosen

Pascasarjana FKIP UNS Surakarta.

BramastiaEfektivitas Penanggulangan Scam
KORBAN kejahatan scam atau

penipuan transaksi keuangan terus

bertambah. Berdasar catatan Oto-

ritas Jasa Keuangan (OJK), seba-

gaimana yang dilaporkan Indonesia

Anti-Scam Centre (IASC), dalam

tiga bulan terakhir, korban scam

mengalami kerugian hingga Rp 700

miliar (KR 12/2). Dari  jumlah terse-

but, yang berhasil dibloir baru Rp

106, 8 miliar. Jumlah tersebut baru

yang terpantau atau dilaporkan,

boleh jadi secara riil jumlahnya lebih

dari itu. Bila ini tidak segera diantisi-

pasi cepat, kita khawatir korban

akan terus bertambah.

Kita yakin pemerintah dalam hal ini

OJK maupun Satgas Pemberantasan

Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas

PASTI) telah menggandeng stake-

holder guna memberantas segala

bentuk penipuan transaksi keuangan

berbagai modus, seperti pinjaman on-

line (pinjol) ilegal, investasi bodong,

tipu-tipu hadiah dan sebagainya.

Pelaku beraksi dengan meman-

faatkan platform digital. Karena itu,

pemerintah juga telah berusaha

mengatasi antara lain dengan mem-

blokir atau mengeluarkan entitas ile-

gal yang merugikan konsumen.

Namun upaya tersebut nam-

paknya belum cukup. Kiranya tang-

gung jawab untuk menanggulangi

scam atau penipuan transaksi ke-

uangan bukan hanya dibebankan

kepada OJK semata, melainkan ju-

ga BI, Kemkomdigi, Polri dan lem-

baga lainnya. Hemat kita, meng-

atasi kejahatan scam yang meman-

faatkan teknologi digital, harus meli-

batkan banyak pihak. Sebab, pela-

ku kini makin canggih dan terus

mencari cara untuk beraksi mem-

perdaya konsumen atau masyara-

kat. Sebagai contoh, ketika akun

mereka diblokir, akan bikin akun

baru lagi dengan nama berbeda,

begitu seterusnya.

Dari aspek regulasi, kita mendo-

rong Bank Indonesia (BI) untuk

memperketat regulasi sistem pam-

bayaran guna mencegah transaksi

ilegal serta memastikan keamanan

perbankan digital. Di samping itu, ki-

ta juga mendorong Kemkomdigi

menggandeng Polri untuk melaku-

kan patroli siber secara intensif dan

menindak situs web atau aplikasi

berbahaya yang terkait dengan

scam. Langkah pemblokiran terha-

dap situs-situs berbahaya tersebut

juga harus terus dilakukan, meski-

pun pelaku tak kurang akal dengan

membuat situs dan wajah baru.

Justru inilah tantangan yang harus

dihadapi bersama.

Berkenaan itu, pemerintah, ter-

utama Kemkomdigi harus mengin-

tensifkan kerja sama dengan plat-

form digital, seperti Google,

Facebook maupun platform digital

lainnya guna menanggulangi scam

atau kejahatan digital lainnya, mi-

salnya dengan cara menghapus ik-

lan atau konten berbahaya yang

mengandung scam atau penipuan.

Bila kejahatan itu bersifat lintas ne-

gara, maka pemerintah harus men-

jalin kerja sama dengan Interpol

atau lembaga internasional lainnya.

Hal penting lainnya yang perlu di-

lakukan pemerintah, OJK, BI,

Kemkomdigi, Polri dan lembaga ter-

kait adalah melakukan edukasi dan

sosialisasi kepada masyarakat.

Sebab, harus diakui, selama ini

tingkat literasi atau pemahaman

masyarakat menyangkut kejahatan

di ranah digital masih rendah.

Akibatnya, selalu saja ada korban

scam, phishing, investasi bodong,

hingga penipuan berkedok hadiah.

Di sisi lain, masyarakat juga

proaktif membentengi diri agar tidak

menjadi korban kejahatan digital.

Masyarakat hendaknya tidak mu-

dah percaya dengan tawaran keun-

tungan yang menggiurkan yang

sebenarnya tidak masuk akal.

Akhirnya, mengatasi kejahatan digi-

tal, baik itu scam, phishing, pinjol ile-

gal, investasi bodong, harus di-

lakukan secara komprehensif dan

melibatkan berbagai institusi.

Harapannya, tidak ada lagi kor-

ban penipuan transaksi keuangan

digital. ❑ - d

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-

kasih partisipasinya dalam menulis

dan mengirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat

email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata,

dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas dan foto

diri. Terimakasih. 
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